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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis efektivitas reformasi tersebut
terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, dengan fokus pada sejauh
mana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual mampu
memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta sistem pengendalian internal. Melalui
metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan berupa
jurnal, regulasi, serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK periode 2019-2023.
Landasan teori reformasi akuntansi publik dan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) berbasis akrual menjadi pijakan utama analisis. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penerapan SAP berbasis akrual mampu meningkatkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) secara signifikan, dari 62% pada 2019 menjadi lebih dari 84% pada
2023. Namun, terdapat disparitas antarwilayah, di mana daerah maju seperti Jawa
mencapai 95% WTP, sementara Papua-Maluku hanya 65%, dipengaruhi keterbatasan
SDM, infrastruktur teknologi, dan komitmen pimpinan daerah. Reformasi ini juga
terbukti memperkuat sistem pengendalian internal dengan menurunnya jumlah kasus
ketidakpatuhan dan kerugian negara, meskipun tantangan berupa kelemahan auditor
internal dan kurang optimalnya pemanfaatan teknologi masih terjadi.

Kata kunci: Reformasi; Akuntansi; Sektor Publik; Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP); Akuntabilitas

Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of the reform on the quality of
local government financial reporting, focusing on the extent to which the
implementation of the accrual-based Government Accounting Standards (SAP)
strengthens transparency, accountability, and internal control systems. Using a
qualitative research method, data were collected through literature studies, including
Journals, regulations, and Audit Reports (LHP) of the Audit Board of Indonesia (BPK)
from 2019 to 2023. The theoretical foundation of public accounting reform and accrual-
based SAP serves as the main analytical framework. The findings reveal that the
Implementation of accrual-based SAP has significantly increased the number of
Unqualified Opinions (WTP), from 62% in 2019 to more than 84% in 2023. However,
regional disparities remain, as developed regions such as Java reached 95% WTP, while
Papua-Maluku only achieved 65%, influenced by Ilimitations in human resources,
technological infrastructure, and leadership commitment. The reform has also
strengthened internal control systems, evidenced by the declining number of non-
compliance cases and state financial losses, although challenges such as weak internal
auditors and suboptimal use of technology persist.

Keywords® Reform; Accounting: Public Sector; Government Accounting Standards
(SAP); Accountability.
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PENDAHULUAN

Reformasi  akuntansi  sektor
publik di Indonesia merupakan bagian
penting dari upaya mewujudkan good
governance, Kkhususnya dalam hal
transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara
(Risnaningsih, 2016). Pasca reformasi
1998, pemerintah mendorong berbagai
perubahan fundamental melalui
landasan hukum seperti Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara,
serta UU Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Vania Talitha, 2021). Peraturan-
peraturan ini menjadi pijakan dalam
menciptakan sistem pelaporan
keuangan pemerintah yang lebih
akuntabel, transparan, dan
berorientasi pada kepentingan publik
(Rohman et al., 2023).

Salah  satu  titik  penting
reformasi adalah transisi standar
akuntansi dari basis kas (cash basis)
menuju basis akrual (accrual basis)
sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang
mulai berlaku penuh sejak 2015 (Eka
Amelia et al., 2024). Penerapan basis
akrual diyakini mampu memberikan
gambaran yang lebih komprehensif,
akurat, dan relevan mengenai kondisi
keuangan pemerintah daerah,
sehingga kualitas laporan keuangan
dapat meningkat.

AKUNBISNIS | 275

ISSN: 2622-6529
e ISSN: 2655-1306

Namun, meskipun
reformasi telah Dberjalan lebih
dari satu dekade, kualitas
pelaporan keuangan pemerintah
daerah belum
optimal. Berdasarkan  hasil

sepenuhnya

pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK RI) periode
2019-2023, terlihat adanya tren
peningkatan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD), dari 62% pada
2019 menjadi 84,3% pada
2023(Kristiani et al., 2024). Meski
demikian, BPK masih
menemukan kelemahan
signifikan, antara lain 4.467
kasus kelemahan sistem
pengendalian intern (SPI) senilai
Rp 27,23 triliun pada 2022 dan
4.123 kasus senilai Rp 24,87
triliun pada 2023. Selain itu,
ketidakpatuhan terhadap
ketentuan perundang-undangan
masih terjadi, dengan 1.089
kasus pada 2023 yang
menimbulkan potensi kerugian
negara Rp 2,98 triliun(Kristiani
et al., 2024)

Disparitas kualitas
pelaporan juga menjadi persoalan
yang cukup menonjol. Data tahun
2023 menunjukkan bahwa 95%
pemerintah daerah di Jawa
berhasil memperoleh opini WTP,
sementara di Papua dan Maluku
hanya 65%. Perbedaan 1ini
menggambarkan adanya

kesenjangan kapasitas
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kelembagaan, infrastruktur, serta
dukungan sumber daya manusia antar
wilayah. Survei Kementerian Dalam
Negeri (2022) mendukung temuan ini,
di mana 43% pemerintah daerah
dilaporkan kekurangan tenaga
akuntansi yang berkualifikasi, 67%
masih membutuhkan pelatihan SAP
berbasis akrual, dan 38% belum
memiliki sistem informasi akuntansi
yang memadai (Erwinton Putra
Antonius Tarigan, 2023).

Faktor infrastruktur teknologi
juga memengaruhi efektivitas
implementasi, tercermin dari data BPS
(2023) yang menunjukkan disparitas
akses internet: 89% kabupaten/kota di
Jawa  memiliki  jaringan  stabil,
sementara  Papua  hanya 56%
(Erwinton Putra Antonius Tarigan,
2023). Selain itu, ukuran transparansi
fiskal juga masih menunjukkan variasi
yang signifikan. Indeks Transparansi
Fiskal Daerah tahun 2023 berada pada
angka rata-rata nasional 65,4 (kategori
sedang), dengan DKI Jakarta mencapai
skor tertinggi 88,7 dan Papua Tengah
terendah 34,2 (Amal et al., 2024).
Meski jumlah komplain masyarakat
terhadap  transparansi  keuangan
daerah menurun dari 2.341 kasus pada
2021 menjadi 1.654 kasus pada 2023,
penurunan ini belum cukup untuk
menggambarkan perbaikan kualitas
pelaporan yang merata di seluruh
daerah (Amal et al., 2024).

Kondisi tersebut memperlihatkan
adanya kesenjangan antara teori dan
praktik. Secara normatif, reformasi
akuntansi publik dirancang untuk
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meningkatkan kualitas pelaporan
keuangan, tetapi realitas di
lapangan menunjukkan adanya
hambatan dalam implementasi,
terutama terkait kapasitas sumber
daya manusia, disparitas teknologi,
serta komitmen daerah (Arifin et
al., 2024).

Penelitian terdahulu lebih
banyak berfokus pada aspek teknis
implementasi Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP), sementara
kajian mengenai dampak
komprehensif reformasi terhadap
kualitas  pelaporan  keuangan
dengan mempertimbangkan faktor
kontekstual masih terbatas
(Wahyudi, 2019). Oleh karena itu,
penelitian ini menjadi penting
untuk memberikan evaluasi yang
lebih menyeluruh mengenai
efektivitas reformasi akuntansi
sektor publik terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah
daerah di Indonesia (Azifi &
Marliyah, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan
metode penelitian kualitatif
pendekatan  deskriptif dengan
tujuan menggali secara mendalam
dampak  reformasi  akuntansi
sektor publik terhadap kualitas
pelaporan keuangan pemerintah
daerah di Indonesia (Sugiyono,
2020). Pendekatan ini dipilih
karena penelitian tidak hanya
bertujuan memotret angka-angka
statistik, tetapi juga berusaha
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memahami makna, konteks, serta
dinamika penerapan reformasi
akuntansi yang telah berjalan sejak
diberlakukannya Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis
akrual. Data penelitian dikumpulkan
melalui studi kepustakaan, meliputi
analisis jurnal ilmiah, buku, regulasi,
serta laporan resmi pemerintah seperti
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK
periode 2019-2023 (Wahyudi, 2019).

Dokumen-dokumen ini
memberikan gambaran kondisi faktual
implementasi SAP di berbagai daerah.
Misalnya, pada tahun 2023 terdapat 457
LKPD memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), meningkat dari 336
LKPD pada 2019, namun BPK masih
menemukan 4.123 kasus kelemahan
Sistem Pengendalian Intern (SPI)
dengan nilai Rp 24,87 triliun, yang
menunjukkan adanya celah
implementasi di lapangan (Eka Amelia et
al., 2024). Analisis data dilakukan
menggunakan model analisis interaktif
yang terdiri atas tiga tahap utama:
reduksi data, display data, serta
penarikan kesimpulan/verifikasi
(Harahap, 2023).

Pada tahap reduksi data,
informasi relevan seperti disparitas opini
WTP antar wilayah atau faktor
penghambat implementasi SAP dipilah
secara selektif (Assyakurrohim et al.,
2022). Data yang telah diringkas
kemudian disajikan dalam bentuk narasi
deskriptif agar keterkaitan antar faktor
dapat tergambar jelas, sebelum akhirnya
diverifikasi dengan regulasi dan praktik
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empiris di  lapangan  untuk
menghasilkan pemahaman yang
valid mengenai dampak reformasi
akuntansi terhadap kualitas
pelaporan keuangan pemerintah

daerah (Ritonga, 2018).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Transparansi Dan
Akuntabilitas Melalui Transisi
Basis Akuntansi

Reformasi akuntansi sektor
publik melalui penerapan SAP
berbasis akrual telah
menunjukkan hasil yang signifikan
secara nasional, realitas di
lapangan memperlihatkan adanya
pelaporan
keuangan antar daerah (Lestari &
Maharani, 2025). Tidak semua
pemerintah daerah dapat
mengimplementasikan

disparitas  kualitas

standar
akuntansi berbasis akrual secara
optimal. Perbedaan kemampuan
ini umumnya dipengaruhi oleh
faktor kapasitas sumber daya
manusia (SDM),
infrastruktur teknologi informasi,

kesiapan

serta komitmen pimpinan daerah
dalam mendorong transparansi
keuangan (Amal et al., 2024).

pini LKPD Pemerintah Daerah Tahun 2022 (BPK RI)

Hasil pemeriksaan BPK RI
menunjukkan bahwa reformasi
akuntansi sektor publik telah
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kemajuan signifikan,
tercermin dari capaian 496 LKPD atau

membawa

91% memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) pada tahun 2022.
Namun, hingga 2023 masih terdapat
sekitar 15,7% LKPD yang belum meraih
opini WTP, sebagian besar berasal dari
daerah dengan kapasitas fiskal rendah
dan keterbatasan sumber daya manusia
(SDM) profesional di bidang akuntansi
pemerintahan.  Sebaliknya, daerah
dengan kapasitas fiskal tinggi, seperti
provinsi dan kota besar, relatif lebih
mampu memenuhi tuntutan reformasi
karena memiliki dukungan anggaran,
teknologi, serta tenaga akuntan yang
memadai (Imran, 2012).

Meskipun secara nasional
capaian WTP cukup tinggi, kedalaman
penerapan akuntansi berbasis akrual di
tingkat daerah masih jauh dari optimal.
Penelitian menunjukkan bahwa tingkat
kesesuaian penerapan akrual di Provinsi
Jambi hanya sebesar 44,81%, bahkan
lebih rendah lagi di Kabupaten
Mempawah yakni 30,76%. Data ini
mengindikasikan bahwa opini WTP
bukan jaminan bahwa akuntansi akrual
telah diterapkan secara substansial,
melainkan sering kali baru sebatas
kepatuhan administratif (Rosyidah et al.,
2023).

| hingkat Kesesuaian Penera pan SAP Akrual di Daerah

nsi Akrual (%)

an Akuntal

30.76%

Provinsi Jambi Kabupaten Mempawah

Fenomena disparitas ini

menegaskan bahwa  reformasi
akuntansi sektor publik tidak
hanya bersifat teknis, melainkan
juga struktural. Kualitas pelaporan
keuangan tidak sekadar cerminan
dari kepatuhan terhadap regulasi,
melainkan hasil dari sinergi
kapasitas kelembagaan,
infrastruktur teknologi informasi,
dan budaya akuntabilitas yang
berkembang di suatu daerah
(Rosyidah et al., 2023). Misalnya,
daerah yang memiliki kultur
birokrasi transparan cenderung
lebih cepat beradaptasi dengan
sistem akrual, sementara daerah
dengan kultur patrimonial atau
resistensi terhadap perubahan
akan lebih lambat.

Ketidakmerataan ini juga
berdampak langsung pada kualitas
layanan publik. Daerah dengan
laporan keuangan yang akuntabel
mampu mengalokasikan anggaran
secara efektif untuk pembangunan
infrastruktur, kesehatan, dan
Pendidikan (Wisnu Haryo Prakoso
et al., 2022). Sebaliknya, daerah
dengan kualitas pelaporan rendah
lebih rentan terhadap salah kelola,
penyalahgunaan keuangan, serta
menurunnya kepercayaan publik.

Oleh karena itu, meskipun
reformasi akuntansi sektor publik
menunjukkan tren positif,
keberlanjutan perbaikan masih
membutuhkan strategi afirmatif
yang menyesuaikan kondisi
spesifik tiap daerah, baik melalui

peningkatan  kapasitas = SDM,
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penguatan sistem pengawasan, maupun
dukungan teknologi informasi yang
terintegrasi (Arifin et al., 2024).

Disparitas Regional Dalam
Implementasi Reformasi Akuntansi

Hasil penelitian menunjukkan
adanya disparitas regional yang cukup
signifikan dalam implementasi reformasi
akuntansi di Indonesia. Wilayah maju,
khususnya Jawa, mampu mencapai
tingkat kualitas laporan keuangan yang
lebih  baik  dengan 95% LKPD
memperoleh opini WTP serta mencatat
indeks transparansi fiskal tertinggi,
seperti yang terlihat di DKI Jakarta
dengan skor 88,7 (Amir et al., 2023).
Sebaliknya, wilayah berkembang seperti
Papua-Maluku hanya mencatat 65%
LKPD beropini WTP, bahkan Papua
Tengah berada pada posisi terendah
dengan indeks transparansi sebesar 34,2.
Kesenjangan ini juga diperkuat oleh
faktor infrastruktur, di mana 89%
kabupaten/kota di Jawa telah memiliki
koneksi internet stabil, sementara di
Papua hanya sekitar 56% (Amir et al.,
2023).

Faoun Maluk

Disparitas tersebut dipengaruhi
oleh berbagai faktor mendasar. Sekitar
43% pemerintah daerah masih
menghadapi keterbatasan tenaga
akuntansi yang Dberkualifikasi, 67%
pelatihan intensif

Standar

membutuhkan

mengenai Akuntansi
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Pemerintahan berbasis akrual, dan
38% belum memiliki sistem
informasi akuntansi yang memadai
(Vezalin et al., 2019). Kondisi ini
memperlihatkan bahwa meskipun
otonomi daerah dan desentralisasi
fiskal memberikan kebebasan bagi
pemerintah daerah untuk
mengembangkan sistem
pengelolaan keuangan, kebebasan
tersebut juga menimbulkan
kesenjangan antarwilayah dalam
keberhasilan reformasi akuntansi

(Risnaningsih, 2016).

Analisis mendalam
mengungkapkan bahwa kapasitas
sumber daya manusia menjadi
faktor utama yang memengaruhi
kualitas 1implementasi. Daerah
dengan akses pendidikan dan
pelatihan yang lebih baik, seperti di
Jawa, terbukti lebih berhasil dalam
menerapkan akuntansi berbasis
akrual. Selain itu, infrastruktur
teknologi informasi juga menjadi
elemen kritis, karena daerah yang
memiliki koneksi internet stabil
dan sistem informasi keuangan
memadai lebih mudah
melaksanakan reformasi akuntansi
(Syarienda et al., 2019). Faktor lain
yang tidak kalah penting adalah
komitmen pimpinan daerah, di
mana kepemimpinan yang kuat
dan konsisten terbukti
berhubungan langsung dengan
peningkatan opini audit yang lebih
baik.
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Implikasi dari temuan ini

menunjukkan bahwa strategi
pendampingan implementasi reformasi
akuntansi tidak dapat disamaratakan.
Diperlukan pendekatan diferensiasi
yang menyesuaikan dengan kapasitas
dan kondisi masing-masing daerah.
Investasi infrastruktur teknologi
informasi di wilayah tertinggal menjadi
langkah prioritas agar kesenjangan tidak
semakin melebar (I Gusti & Putu Eka,
2020). Selain itu, program capacity
building yang lebih intensif perlu
digalakkan, terutama bagi daerah yang
masih memiliki tingkat keberhasilan
rendah, sehingga tujuan besar reformasi
akuntansi berupa transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah dapat tercapai secara merata di
seluruh Indonesia (Syarienda et al,

2019).

Efektivitas
Meningkatkan Sistem Pengendalian
Internal

Reformasi Dalam

Efektivitas reformasi akuntansi
sektor publik dalam meningkatkan
sistem pengendalian internal dapat
terlihat dari berbagai capaian positif
dalam beberapa tahun terakhir. Data
menunjukkan adanya perbaikan nyata,
seperti penurunan kasus
ketidakpatuhan dari 1.157 kasus pada
tahun 2022 menjadi 1.089 kasus pada
2023, serta pengurangan nilai kerugian
negara/daerah dari Rp 3,45 triliun
menjadi Rp 2,98 triliun pada periode
yang sama (I Gusti & Putu Eka, 2020).
Indeks
Transparansi Fiskal Daerah juga

Selain itu, rata-rata

meningkat hingga mencapai angka 65,4

yang masuk dalam kategori
sedang. Reformasi ini tidak hanya
berdampak pada aspek teknis
pelaporan keuangan, tetapi juga
memperkuat sistem pengendalian
internal secara menyeluruh
(Chudri et al., 2023). Daerah yang
telah menerapkan sistem informasi
terintegrasi tercatat memiliki 23%
lebih sedikit temuan kelemahan
SPI, sementara penerapan e-

budgeting dan  e-procurement
mampu menekan temuan
ketidakpatuhan hingga 18%

(Chudri et al., 2023).

Implementasi SAP berbasis
akrual terbukti meningkatkan
kemampuan deteksi dini terhadap
potensi penyimpangan keuangan.
Sistem akuntansi yang lebih
komprehensif memungkinkan
identifikasi risiko dilakukan lebih
cepat dan akurat, sehingga
memperkecil peluang terjadinya
kerugian. Integrasi antara sistem
perencanaan, penganggaran, dan
pelaporan juga memperkuat
mekanisme check and balance yang
lebih efektif di pemerintah daerah
(Mujennah et al.,, 2022). Hal ini
pada akhirnya mendorong
terbentuknya budaya akuntabilitas
yang semakin kuat, tercermin dari
tren penurunan konsisten dalam
jumlah temuan audit maupun nilai
kerugian negara/daerah.

Namun demikian,
efektivitas reformasi ini masih
menghadapi sejumlah tantangan.

Keterbatasan kompetensi auditor
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internal di sebagian besar pemerintah
daerah menjadi kendala utama dalam
penguatan pengendalian internal. Di sisi
lain, pemanfaatan teknologi belum
optimal, sementara standarisasi sistem
pengendalian internal yang lebih
komprehensif masih perlu
dikembangkan (Setyawan et al., 2019).
Oleh karena itu, dibutuhkan langkah
strategis yang berkelanjutan, antara lain
penguatan kapasitas auditor internal
melalui program sertifikasi, penerapan
sistem pengendalian internal berbasis
teknologi dengan pendekatan
Governance, Risk, and Compliance
(GRC), serta pengembangan indikator
kinerja pengendalian internal yang
terukur dan dapat dibandingkan antar
daerah (Akbar, 2019). Dengan langkah
tersebut, reformasi akuntansi sektor
publik tidak hanya akan menghasilkan
laporan yang lebih transparan, tetapi
juga menciptakan tata kelola keuangan
daerah yang lebih akuntabel dan
berintegritas.

SIMPULAN

Reformasi  akuntansi  sektor
publik di Indonesia telah memberikan
dampak positif yang signifikan terhadap
pelaporan keuangan
pemerintah daerah, meskipun dengan

tingkat keberhasilan yang bervariasi

kualitas

antar wilayah. Keberhasilan reformasi
sangat dipengaruhi oleh faktor kapasitas
SDM, infrastruktur teknologi, dan
komitmen pimpinan daerah. Upaya
berkelanjutan diperlukan untuk
mengatasi disparitas regional dan
memperkuat sistem pengendalian

internal secara menyeluruh.
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Untuk memperkuat capaian
tersebut, diperlukan penguatan
kapasitas auditor melalui
pelatihan dan sertifikasi,
optimalisasi  teknologi berbasis
Governance, Risk, and Compliance
(GRO), serta

indikator kinerja pengendalian

pengembangan

internal yang  terukur dan

kompetitif antar wilayah. Dengan
dukungan SDM yang unggul,
teknologi yang mumpuni, dan
kepemimpinan visioner,
akuntabilitas  serta  integritas
pengelolaan keuangan publik di

Indonesia akan semakin kokoh.
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